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Abstract Keywords
The issue of female judges in the Religious Courts is an interesting topic to  Women Judges;
analyse, especially in relation to the application of Islamic law (figh) and the ~ Religious
legislation in force in Indonesia. This research aims to explain the position ~ Courts;,  Figh;
of female judges in Indonesian Religious Courts from the perspective of figh ~ Comparative.
and its comparison with Law No. 3/2006 on Religious Courts. This issue is

important to understand given the increasingly significant role of female

judges in the Indonesian judicial system, especially in the context of

religious law. This research uses a descriptive qualitative approach with a

literature study method. Data were obtained through a literature review that

included legal documents, such as Law No. 3/2006 and fatwas from religious

institutions, as well as relevant scientific literature. The analysis technique

used is descriptive analysis to describe the legal conditions related to female

judges and comparative analysis to compare figh views with positive legal

provisions in Indonesia. The results show that there is no conflict between

the views of classical figh and Indonesian positive law regarding the position

of female judges in the Religious Courts. Although some classical figh

scholars argue that only men are eligible to become judges, the times and

social changes have led some contemporary scholars to allow female judges,

especially in the context of civil cases. On the other hand, Law of the

Republic of Indonesia No. 3/2006 does not limit the gender of judges, which

opens up opportunities for women to play a role in law enforcement in the

Religious Courts. This study concludes that female judges in Indonesian

Religious Courts are legally valid, both according to figh and Indonesian

law.

Abstrak Kata kunci:
Permasalahan hakim wanita di Pengadilan Agama menjadi topik  Hakim
yang menarik untuk dianalisis, terutama terkait dengan penerapan  Wanita;
hukum Islam (figh) dan peraturan perundang-undangan yang  Pengadilan
berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  Agama; Fikih;
kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia dari = Komparasi
perspektif figh dan perbandingannya dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Isu ini penting

untuk dipahami mengingat peran hakim wanita yang semakin

signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam

konteks hukum agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh

melalui kajian literatur yang mencakup dokumen hukum, seperti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan fatwa-fatwa dari lembaga
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keagamaan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi
hukum terkait hakim wanita dan analisis komparatif untuk
membandingkan pandangan figh dengan ketentuan hukum positif
di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat
pertentangan antara pandangan figh klasik dan hukum positif
Indonesia mengenai kedudukan hakim wanita di Pengadilan
Agama. Meskipun sebagian ulama figh klasik berpendapat bahwa
hanya laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim,
perkembangan zaman dan perubahan sosial menyebabkan beberapa
ulama kontemporer memperbolehkan hakim wanita, terutama
dalam konteks perkara perdata. Di sisi lain, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tidak membatasi jenis
kelamin hakim, yang membuka kesempatan bagi wanita untuk
berperan dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa hakim wanita di Pengadilan Agama
Indonesia sah secara hukum, baik menurut figh maupun hukum
Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan sistem hukum sendiri,
yaitu sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga bersumber dari
berbagai sistem hukum, yakni sistem hukum Eropa yang merupakan warisan
kolonial Belanda, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam!. Adanya tiga muara
sumber hukum tersebut acapkali menyebabkan tabrakan antar sumber hukum tadi,
contohnya di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama di Indonesia bermuara pada dua sumber sistem hukum.
Pertama, sistem hukum Eropa sebagai sumber hukum acara yang merupakan tata
cara pelaksanaan dalam menjalankan proses pengadilan dan sebagai alat penegak
aturan hukum material. Kedua, sistem hukum Islam sebagai sumber materi hukum
dalam proses Pengadilan Agama, dikarenakan objek proses pengadilan itu sendiri
adalah masyarakat muslim Indonesia.

Akan tetapi, adanya dua sumber sistem hukum tersebut mengakibatkan
adanya dua sumber syarat hakim Pengadilan Agama, yaitu syarat hakim menurut
sistem hukum Eropa yang bertransformasi menjadi Undang-undang Dasar dan syarat
hakim menurut sistem hukum Islam dalam fikih. Dan nyatanya, kedua sumber
tersebut tidak seluruh syaratnya selaras. Contohnya dalam syarat wajibnya seorang
hakim dari kalangan laki-laki ternyata tidak disyaratkan juga oleh Undang-undang
nomor 3 tahun 2006 tadi, bahkan tidak sedikit hakim Pengadilan Agama di Indonesia

1 Abintoro Prakoso, Pengantar Hukum Indonesia, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2018 M), hlm.
47.
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berjenis kelamin wanita?. Bahkan di tahun 2018 terdapat 711 hakim wanita di
Pengadilan Agama yang tersebar luas di nusantara?®.

Problematika hakim wanita pun menjadi salah satu topik pembahasan yang
ramai di kalangan ulama fikih, ditambah dengan aktifnya gerakan feminisme akhir-
akhir ini yang menuntut hak kesetaraan gender dari segala aspek, contohnya profesi
hakim di Pengadilan Agama tersebut. Dalam hal ini, terdapat tiga perbedaan
pendapat di kalangan ulama fikih beserta alasan-alasannya. Akan tetapi, seiring
dengan berkembangnya zaman dan bergantinya waktu, tempat, keadaan serta
masyarakat dan kebutuhannya yang membolehkan adanya perubahan fatwa, maka
beberapa ulama fikih pun memiliki pandangan tersendiri terkait hakim wanita di
Pengadilan Agama.

Berangkat dari ulasan diatas, dalam penelitian ini akan berfokus pada
pembahasan keabsahan kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif
beberapa ulama fikih lalu membandingkannya dengan Undang-undang nomor 3
tahun 2006. Pembahasan tersebut seperti apa definisi hakim, dasar hukum dan syarat
menjadi hakim? Bagaimana pandangan ulama fikih terhadap hakim wanita di
Pengadilan Agama? Bagaimana maksud dari hakim wanita di Pengadilan Agama
dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006? Bagaimana hasil komparasi tentang
hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif ulama fikih dengan Undang-undang
nomor 3 tahun 2006?.

Sehingga dari pertanyaan diatas pembaca dapat memahami definisi hakim,
dasar hukum dan syarat menjadi hakim, pandangan ulama fikih terhadap hakim
wanita di Pengadilan Agama, maksud dari hakim wanita di Pengadilan Agama dalam
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan hasil komparasi tentang hakim wanita di
Pengadilan Agama perspektif ulama fikih dengan Undang-undang nomor 3 tahun
2006. Juga yang paling terpenting adalah agar makalah ini bisa menjadi salah satu
sumber wawasan masyarakat Indonesia terkait problematika hakim wanita di
Pengadilan Agama beserta keabsahannya jika ditinjau dari hasil komparasi tentang
kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama perspektif ulama fikih dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan
untuk menganalisis kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia
berdasarkan perspektif figh. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang

2 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun
1989 tentang pengadilan agama

8 Dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, diunggah pada 1 Juni 2023, dan diakses pada jam 18.20 CLT, Sabtu 4
November 2023 https:/ /badilag.mahkamahagung.go.id/ kepegawaian/ profil-ditjen-
badilagl/kepegawaian/ statistik
kepegawaian-tahun-2011.
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mencakup referensi dari dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Pengadilan Agama, serta fatwa-fatwa resmi dari lembaga keagamaan
seperti MUI dan Kemenag. Selain itu, literatur ilmiah yang membahas topik hakim
wanita, baik dari perspektif figh klasik maupun kontemporer, juga digunakan sebagai
data sekunder. Jika diperlukan, wawancara dengan praktisi hukum atau ahli figh
akan dilakukan untuk memperkaya analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk
menggambarkan kondisi hukum terkait hakim wanita di Pengadilan Agama, serta
analisis komparatif untuk membandingkan pandangan figh dengan peraturan
hukum yang berlaku. Pendekatan figh digunakan untuk menggali pandangan para
ulama figh terkait syarat-syarat menjadi hakim, serta melihat bagaimana pandangan
figh klasik dan kontemporer dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia.
Teknik triangulasi juga akan digunakan untuk memvalidasi data dengan
membandingkan berbagai sumber yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kedudukan
hakim wanita di Pengadilan Agama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif
Indonesia.

Hasil dan Pembahasan
Pengadilan dan Hakim dalam Islam

Hakim di Indonesia pada umumnya terbagi-bagi ke banyak macam pengadilan,
salah satunya Pengadilan Agama. Pengadilan atau proses pengadilan itu sendiri
dalam disiplin ilmu fikih memiliki istilah al-gada’u. Dilihat dari salah satu makna
pengadilan dalam KBBI (Kamus Besar Berbahasa Indonesia) yaitu keputusan hakim
dan juga bermakna proses mengadili*. Maka dari dua makna tadi, maksud dari kata
pengadilan pun akan sesuai dengan definisi dari al- gada’u yang akan penulis
paparkan definisinya setelah ini.

Sedangkan hakim di Pengadilan Agama yang secara lahiriahnya merupakan
kata serapan dari hakama-yahkumu-hukman nyatanya berbeda istilah dalam disiplin
ilmu fikih karena hakim dalam fikih disebut dengan kadi. Sesuai dengan istilah
pengadilan dalam disiplin ilmu fikih, kadi merupakan serapan dari kata Bahasa Arab
gadi yang merupakan ism al-fa’il> dari gada-yaqdi-qada’an yang bermakna pengadilan
beserta prosesnya dalam Bahasa Indonesia dan secara bahasa memiliki beberapa
makna sesuai konteks kalimatnya, yaitu diantaranya bermakna hukum, perkara,

4 Dikutip dari website KBBI Daring, dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021, dan diakses pada jam
21.56 CLT, Ahad, 5 November 2023 https:/ /kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ pengadilan.

5 Ism al-fa‘il adalah kata yang berbentuk subjek dalam Bahasa Arab
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ciptaan dan takdir, menunaikan dan menyelesaikan®, pemisah’, penetapan hukum
terhadap sesuatu dan pelaksanaannya beserta penyelesaiannya?.

Sedangkan secara istilah ada dua definisi dari al-qada’u (dalam Bahasa Indonesia
bermakna pengadilan beserta prosesnya) yang penulis temukan dan dipaparkan oleh
ulama fikih, Sayyid Bakri dalam karyanya ‘T‘anah at-Talibin, mendefinisikannya
dengan:

AN o isiall il o (oo
Yang bermakna memutuskan suatu hukum di antara masyarakat berdasarkan
otoritas kekuasaan. Sedangkan mayoritas ulama fikih dalam beberapa karyanya
memaparkan dengan definisi:
109 36 dlil (Sos A cposas of (il o deguasell Juad
Yang bermakna memisahkan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling
bertentangan, dengan bersumber dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
Dan definisi inilah yang menurut penulis lebih mewakili untuk mendefinisikan
makna al-qada’u (pengadilan dan prosesnya).

Beberapa definisi secara bahasa dan istilah di atas adalah definisi dari gada-
yaqdi-qada’an yang merupakan asal kata (asl al-Maddahl11) dari gadi. Sedangkan
pembahasan utama kita adalah definisi dari gadi. Qadi secara bahasa bermakna
hakim'?. Sedangkan definisi qadi (hakim) secara istilah pun ternyata ada dua definisi
yang penulis dapatkan dan dipaparkan oleh ulama fikih dalam karyanya, yaitu:

Ibnu Mandzur dalam Lisan al-’Arab dengan tambahan beberapa kata dari kitab
Nizam al-Qada’i fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah mendefinisikannya dengan:

e il (Soey ol o (a1 L) 0Soeall 593 Aol

¢ Ibnu Mandzur, Lisan al-’Arab, (Dar al-Ma’arif), hlm. 3665; Majma‘u al-Lugah al-’Arabiyyah
Jumhiariyyah Misr al-’Arabiyyah, Al-Mu’jam al-Wasit, (Mesir: Maktabah al-Syurtiq al-
‘Arabiyyah, 2004 M), cet IV, hlm. 742.

7 Ibid.
8 Ibid., hlm. 3665.

®  Abu Bakar bin Muhammad Syatha Dimyathi Sayyid Bakriy, T‘anah at-Talibin ‘ald Halli Alfazi
Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-"Ain bi Muhimmat ad-Din, jilid 5, (Kairo: Dar as-Salam li at-
Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’ wa at-Tarjamah, 2021 M) cet III, halaman 2971.

10 Muhammad Khatib Syirbini, Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma’ani Alfazi al-Minhaj, jilid 4, (Beirut:
Dar al-Fikr li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2009 M) hlm. 470; Musthafa bin Ahmad
bin Abdinnabi Abu Hamzah, Munis al-Jalis bi Syarh al-Yaqiit an-Nafis, jilid 2, (Kuwait: Dar ad-
Diya’i li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2021 M), cet I, hlm. 495; Muhammad Zubhaili, al-Mu tamad fi al-
Figh asy-Syafi‘i, jilid 5, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2021 M), cet VII, hlm. 369; Musthafa Khin, et.
al., al-Figh al-Manhajiy ‘ala Mazhab al-Imam asy-Syafi’l, jilid 3, (Damaskus: Dar al-Qalam, 20 19
M), cet XVII, hlm. 525.

11 Asl al-Maddah adalah huruf asal dari suatu kata dalam Bahasa Arab.

12 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamiy wa Adillatuhu, jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr li at-Tiba’ah wa
at-Tawzi’ wa an-Nasyr, 1985 M), cet 11, hlm. 480.

13 Abdul Karim Zaidan, Nizam al-Qada’i fi asy-Syari‘ah al-Islamiyyah, (Beirut: Mu'assasah ar-
Risalah 1i at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1989 M), cet II, hlm. 11.
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Yang bermakna pemutus segala perkara beserta hukumnya yang telah ditetapkan,
kemudian menetapkan hukum tersebut bagi masyarakat dengan bersumber dari
hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Dan ternyata sebagian dari definisi
ini pun senada dengan yang dikatakan oleh penduduk hijaz!* dalam Lisan al-’Arab
karya milik Ibnu Mandzur?®.

Sedangkan dalam kitab al-Mu‘tamad tertulis bahwa definisi gadi (hakim)
adalah:
16aude 0 gSionall g2 038 G Ul dll oL sollall aing clogaasell Juady Solel! § Hamll cpaall paseill
Yang bermakna seseorang yang telah dipilih untuk meninjau dakwaan-dakwaan,
memisahkan perselisihan dan mencegah terjadinya kezaliman dengan bersumber
dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang mengikat seorang
terdakwa. Dan hemat penulis, definisi inilah yang bisa mewakili makna seorang
hakim pengadilan agama pada zaman sekarang ini.

Melihat kedua definisi yang dipaparkan dan dipilih oleh penulis, definisi
pertama dari asal kata gada-yaqdi-gada’an yang merupakan kata kerja dalam Bahasa
Arab dan definisi kedua dari kata gadi yang merupakan subjek dari kata kerja tadi
nyatanya sama secara substansial dan sesuai dengan maksud dari profesi Hakim
Pengadilan Agama beserta proses pengadilannya di Indonesia yang merupakan
pembahasan utama penulis dalam artikel ini.

1. Landasan Hukum al-Qada’u (Pengadilan dan Prosesnya)

Al-Qada’u dalam Islam telah ditetapkan oleh syariat dengan beberapa
landasan dari masadir asy-syari’ah'’? seperti; Al-Qur’an, Hadis Rasulullah SAW,
Ijmak dan Akal. Berikut di antaranya:

a. Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 5818:

19 dadly 158855 & el 5 pa&s 1315
“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil.” ?°
Ayat ini tertuju kepada para hakim, pemimpin negara dan penguasa. Bahkan
ayat ini juga tertuju bagi seluruh makhluk di bumi seperti yang dimaksud dari

14 Penduduk hijaz adalah penduduk kota Madinah dan Makkah
15 Ibnu Mandzur, Op. Cit., hIm. 3665.
16 Muhammad Zuhaili, Op. Cit., hlm. 381.

17 Masadir asy-syari’ah adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para imam di empat
mazhab.

18 Muhammad Zuhaili, Op. Cit., hlm. 370; Musthafa Khin, et. al., Op. Cit., hlm. 526.

19 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/4/58

20 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/4/58
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penafsiran pada ayat sebelumnya tentang menunaikan amanah?!. Dalam artian,
ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan mereka untuk
menetapkan perkara-perkara manusia di muka bumi ini; muslim maupun non
muslim dengan cara yang adil tanpa memihak ke salah satu dari pihak yang
berseteru dengan alasan kekerabatan keluarga atau bahkan dengan alasan
agama??. Begitupun dalam Mafatih al-Gaib karya ar-Razi mengatakan bahwa
maksud dari ayat diatas adalah sesungguhnya Allah SWT memerintahkan
kepada mereka, apabila mereka memutuskan perkara bagi masyarakat, maka
putuskanlah dengan cara yang hak dan adil®.
b. Hadis Rasulullah SAW?2*
4B Lol @ agisB sl (S5 13] Ushs phug dnde dl) o 4 Jgdes oo & olall 33 9502 2
2535 4ib Tl &5 dgis 6 &5 1315 ol
“Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara dan dia berijtihad kemudian benar,
maka baginya 2 ganjaran. Dan jika memutuskan suatu perkara dan dia berijtihad
kemudian salah, maka baginya 1 ganjaran”.
Hadis ini memiliki beberapa sanad dan riwayat dari 2 sahabat Rasulullah SAW
dengan redaksi matan yang hampir sama. Seperti yang di-takhrij?¢ oleh Bukhari,
Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal yang semua jalur
riwayat tadi melalui sahabat Rasulullah SAW “Amru bin al-"Ash RA, Juga seperti
yang di- takhrij oleh Tirmidzi dan Nasai melalui riwayat Abu Hurairah RA.
Hadis ini pun memiliki derajat sahith menurut Bukhari dan Muslim di kitabnya
Sahth al-Bukhari?” dan Sahth Muslim?8. Dan di hadis lain pun mengisahkan bahwa
Rasulullah SAW memutuskan suatu perkara seluruh umat muslim lalu
mengutus Ali bin Abi Thalib RA ke Yaman untuk menjadi seorang hakim

21

22

23

24

25

26

27

28

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an wa al-
Mubayyin lima tadammanahu min as-Sunnah wa Ay al-Furgan, juz 6 (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah
li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2006 M), cet I, hlm. 427.

Lajnah min al-"Ulama Majma’ al-Buhti$ al-Islamiyyah bi al-Azhar, jilid 1, Op. Cit., hlm. 836.

Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar, Mafitih al-Gaib, juz 10, (Beirut: Dar al-
Fikr li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1981 M), cet I, hlm. 145.
Muhammad Zuhaili, Op. Cit., hlm. 371; Musthafa Khin Figh, et. al., Op. Cit, hlm. 526;

Muhammad Khatib Syirbini, Op. Cit., hlm. 470; Abu Bakar bin Muhammad Syatha Dimyathi
Sayyid Bakriy, Op. Cit., hlm. 2971; Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 480.

Mausii‘ah al-Hadis asy-Syarif, Sahih al-Bukhari, No. 7438, Kitab al-"T'tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah,
Bab Ajr al-Hakim iza 'Ijtahada fa "Asaba aw "Akhta’a.

Takhrij adalah proses mencari jalur sanad sebuah hadis.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ja'fi Bukhari, Sahih al-Bukhari, jilid 4,

(Pakistan: Jam'iyyah al-Busyra al-Khairiyyah li al-Khidmat al-Insaniyyah at-Ta’limiyyah, 2016
M), hlm. 3251.

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi Nisaburi, Sahth Muslim, juz 3, (Kairo: Dar al-Hadis$ Tab’
Nasyr Tawzi’, 1991 M) cet I, hlm. 1342.
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disana?’ kemudian mengirim Muadz bin Jabal RA ke Yaman juga untuk menjadi
seorang hakim umat muslim disana3’.

c. Ijmak

Perkara ini sudah menjadi ijmak dan disepakati oleh umat muslim
dengan bukti telah banyaknya hakim yang diangkat sejak zaman dahulu3.
Bahkan semenjak zaman Rasulullah SAW telah banyak hakim yang diangkat
dan diutus, kemudian diikuti oleh al-Khulafa'u ar-Rasyidin yang mengutus para
hakim untuk disebar ke beberapa wilayah umat muslim untuk menjadi seorang
hakim disana dan memutuskan perkara-perkaranya. Seperti Anas bin Malik RA
yang diutus ke Bahrain oleh Abu Bakar RA, Abu Musa al-Asy’ari RA yang
diutus ke Bashrah dan Abdullah bin Mas'ud RA yang diutus ke Kufah oleh
Umar bin Khattab RA%. Dan pengangkatan hakim ini terus terlaksana hingga
zaman ini tanpa ada yang menentangnya®?.

d. Akal

Banyaknya manusia di muka bumi ini melazimi banyaknya pendapat-

pendapat diantara mereka. Pendapat tersebut pun tidak selamanya setuju
menjadi satu kesepakatan, bahkan juga tidak ada jaminan bahwa pendapat-
pendapat tersebut suatu kebaikan, bisa saja berakibat menimbulkan keburukan.
Perbedaan seperti in sudah menjadi hal yang lumrah bagi umat manusia yang
mungkin saja bisa berbuah perseteruan dan persengketaan. Maka dari
kemungkinan-kemungkinan tadilah yang mengharuskan adanya seseorang
yang adil, tidak berpihak ke suatu kelompok untuk menetapkan perkara-
perkara perseteruan dan persengketaan tadi dan membela orang-orang yang
terzalimi. Akan tetapi seorang pemimpin pun akan keberatan jika dibebankan
tanggung jawab ini sendirian. Maka dari itu dibutuhkan seorang hakim yang
melaksanakan tanggung jawab ini kemudian berbuat adil disetiap perkara-
perkaranya, menetapkan hukum bagi umat muslim dan memisahkan
perselisihan yang terjadi di antara mereka34.

2. Syarat Menjadi Hakim
Para imam mazhab sepakat dalam 6 syarat pertama yang penulis
paparkan sedangkan berbeda pendapat pada 3 syarat terakhir dari penjelasan

29

30

31

32

33

34

Abu Fadhl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, Talkhis al-Habir fi
Takhrij Ahadis ar-Rafi’i al-Kabir, juz 4, (Mu’assasah Qurtubah Tiba’ah Nasyr Tawzi’, 1995 M), cet
L, hlm. 335.

Abu Fadhl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, Op. Cit., hlm. 336.
Muhammad Khatib Syirbini, Op. Cit., him. 471

Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, Kitab al-Majmiu’ Syarh al-Muhazzab, juz 22,
(Jeddah: Maktabah al-Irsyad), hlm. 313.

Musthafa Khin Figh, et. al., Op. Cit., hlm. 527.
Muhammad Zuhaili, Op. Cit., hlm. 372-373.
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penulis. Beberapa syarat yang disepakati dan yang terjadi perbedaan pendapat
di dalamnya yaitu®:

a. Syarat yang disepakati bersama oleh para imam mazhab adalah
muslim, mukalaf, merdeka, mampu mendengar, mampu melihat,
mampu berbicara.

b. Syarat yang tidak disepakati bersama oleh para imam mazhab adalah
adil, mujtahid dan lelaki.

Dengan adanya syarat lelaki di sini, seorang wanita tidak diperbolehkan
menjadi seorang hakim dengan alasan kurangnya kecakapan mereka di akal
dan agamanya’¢. Ulama fikih bahkan para imam empat mazhab pun berbeda
pendapat dalam disyaratkannya seorang lelaki ketika menjadi hakim. Juga
melihat realita masa kini yang telah banyak mengangkat seorang wanita
menjadi hakim. Berangkat dari perbedaan pendapat dan realita masa kinilah,
penulis akan mengulas permasalahan ini dengan realita yang terjadi di
Pengadilan Agama Indonesia. Juga penulis akan memaparkan perbedaan
pendapat ulama fikih beserta para imam di empat mazhab dalam
disyaratkannya seorang lelaki ketika menjadi hakim di pembahasan
selanjutnya.

Peran Wanita dalam Islam

Wanita dalam KBBI (Kamus Besar Berbahasa Indonesia) bermakna perempuan
dewasa¥. Dengan definisi ini mengeluarkan perempuan yang belum dewasa, juga
dari definisi ini penulis simpulkan bahwa perempuan lebih umum daripada wanita.
Pembahasan perempuan sudah sering menjadi topik pembicaraan dewasa ini,
ditambah dengan aktifnya kaum feminisme yang menyuarakan hak kesetaraan
gender dalam segala aspek kehidupan manusia seperti permasalahan profesi beserta
wanita karir, kepemilikan harta, kebebasan bertransaksi, kebebasan berpendapat dan
bersuara, juga bahkan telah merambah ke permasalahan kesetaraan hak dalam
menjalankan ibadah dan agamanya.

Akan tetapi, jauh sebelum munculnya kaum feminisme tadi, Islam sudah sejak
14 abad lalu mengangkat dan menghormati kaum perempuan dari kekelaman dan
penindasan hak perempuan pada masa kelam waktu itu. Juga banyak ditemukan dari
ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang menyerukan untuk melindungi
kaum perempuan, menjaga hak-haknya, berbuat baik kepadanya dan

%5 Muhammad Khatib Syirbini, Op. Cit., hlm. 474-475, Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 481-483.
3 Ibid. him. 474.

87 Dikutip dari website KBBI Daring, dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021, dan diakses pada
jam 08.54 CLT, Senin 6 November 2023 https:/ /kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ wanita
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menyetarakannya dengan kaum lelaki dalam beberapa aspekss. Argumen yang tadi
penulis paparkan bisa dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur’an dan Hadis
Rasulullah SAW yang menyerukan hal-hal yang penulis paparkan tadi.

Berikut beberapa contohnya dalam Surat al-Bagarah ayat 228%:

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang patut”. 2 Maksud dari ayat ini secara umum adalah seorang
perempuan pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam
segala hal kebaikan dan secara khususnya ayat ini menjelaskan keadaan pasangan
suami-istri. Maka sudah sepatutnya seorang lelaki dan perempuan, khususnya
sepasang suami-istri untuk saling menunaikan kewajiban mereka dan memberikan
haknya satu sama lain dengan cara yang baik#. Dari ayat ini dan beberapa ayat yang
ada dalam Al-Qur’an dan selaras maknanya bisa difahami bahwa seluruh manusia;
laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hak yang harus didapatkan dan
kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sementara itu, Rasulullah SAW bersabda:
BIAN (HIEE Ll ) gas 9
“Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara lelaki”

Hadis ini secara khususnya menjelaskan kewajiban seorang laki-laki dan
perempuan untuk bersuci jika menemukan basah di tempat tidurnya. Akan tetapi
secara umumnya, hadis ini menyatakan bahwa hakikatnya kaum perempuan itu
adalah saudara kaum laki-laki. Dalam kitab ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud
menerangkan bahwa kalimat ini adalah awal permulaan kalimat baru tapi memiliki
makna: menjadi sebuah sebab atas kalimat sebelumnya. Dan dalam kitab ini pun juga
menyebutkan pendapat yang dinukil dari Ibnu Atsir bahwa kaum perempuan itu
adalah serupaan dan semisal dengan kaum laki-laki sebagaimana mereka saling
bersaudara. Hal ini juga dikarenakan Siti Hawa tercipta dari Nabi Adam AS#. Maka

3 Ali Jum'ah Muhammad, Al-Mar’ah fi al-Hadarah al-Islamiyyah, (Kairo: Dar as-Salam li at-Tiba‘ah
wa an-Nasyr wa at-Tawzi’ wa at-Tarjamah, 2007 M), cet II, hal. 5.

3 Ali Jum’ah Muhammad, Op. Cit., hlm. 6.

40 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 23.59 CLT, Rabu 8 November 2023 https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/2/228

4 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 23.59 CLT, Rabu 8 November 2023 https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/2/228

42 Abu Fida Isma‘il bin Umar bin Katsir Qurasyi Dimasyqi, Op. Cit., hlm. 287.

4 Mausu’ah al-Hadis asy-Syarif, Sunan Abi Dawud, No. 2, Kitab at-Taharah, Bab fi ar-Rajul Yajidu al-
Billata fi Manamihi; Sunan at-Tirmizi, No. 113, Kitab at-Taharah, Bab Ma Ja’a fi Man Yastaigiza fa
Yara Balalan wa La Yazkuru Ihtilaman; Musnad al-Imam Ahmad, No. 26836, Hadisu ’Aisyuh
Radiyallahu "Anha.

4 Abu Abdurrahman Syarafulhaq Azhim Abadi, "Aun al-Ma‘bud ‘ald Syarh Sunan Abi Dawud, jilid
1, (Beirut: Dar Ibn Hazm li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2005 M), cet I, hlm. 150.
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dari sini bisa disimpulkan secara umum bahwa hadis ini juga menyuarakan
kesetaraan kaum perempuan dan kaum laki-laki dari segala aspek berlandaskan asas
persaudaraan.

Pandangan Ulama Fikih Klasik dan Kontemporer terhadap Hakim Wanita

Melihat kepada zaman beserta masyarakatnya yang terus maju dan
berkembang dan akhirnya menyebabkan kepada berubahnya kebutuhan masyarakat
milenial sekarang ini yang kemudian mendorong para wulama fikih untuk
menyesuaiannya dengan hukum-hukum fikih. Telah banyak pendapat dan fatwa
yang dikeluarkan oleh ulama fikih akan suatu hukum fikih yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman masa kini, contohnya hukum ATM, hukum menyuplai barang,
hukum bayi tabung, hukum wanita karir dan masih banyak lagi. Salah satu
pembahasan dalam masalah hukum wanita karir ialah pembahasan hakim itu sendiri.
Maka disini penulis akan menguraikan beberapa pendapat ulama fikih terkait hakim
wanita di Pengadilan Agama.

Dalam pandangan ulama fikih klasik, seperti yang penulis jelaskan di
pembahasan syarat hakim sebelumnya dan yang penulis rujuk di kitab al-Figh al-
Islamiyyu wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili. Ulama fikih dan para imam di empat
mazhab terbagi menjadi tiga kelompok dalam perbedaan pendapat mengenai
keabsahan seorang wanita menjadi seorang hakims. Berikut tiga kelompok tersebut :

Kelompok ulama yang melarang secara mutlak seorang wanita menjadi hakim.
Kelompok ini terdiri dari ulama kalangan mazhab Maliki¢, mazhab Syafii+ dan
mazhab Hanbalis. Ketiganya# berlandaskan dengan beberapa dalil, yaitu Al-Qur’an
Surat an-Nisa ayat 345
G EALANE* 31 32 G 138 Loy oyl iz i) 0 Loy ol o 130138 053

s10) Jada Loy quall cubagd

45 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 481-483; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid, juz 4, (Beirut: Dar
Ibn Hazm li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1995 M), cet I, hlm. 1768.

4 Muhammad bin Ahmad bin Juzzay Garnadi, al-Qawanin al-Fighiyyah fi Talkhis al-Mazhab al-
Malikiyyah, (Beirut: Dar Ibn Hazm li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2013 M), cet I, hlm.
492.

47 Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, al-’Ahkam as-Sultaniyyah wa al-
Wilayat ad-Diniyyah, (Kuwait: Maktabah Dar ibn Qutaibah, 1989 M), cet. I, hlm. 88.

4 Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqj, al-Mugni, juz
14, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1997 M), cet 111, hlm.
12.

49 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 482; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin
Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Op. Cit., hIm. 1768.

50 Arif Ali Arif, Tawliy al-Mar’ah Mansib al-Qada’, (Amman: Dar an-Nafa'is, 1999 M), cet [, hlm. 20.

51 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 19.29 CLT, Rabu 8 November 2023 https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/4/34
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Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan,
bahkan sebagai pemimpin, pengatur, penentu keputusan dan pendidiknya. Hal ini
dikarenakan seorang laki-laki lebih baik daripada perempuan dari beberapa aspek.
Oleh karena itu kenabian dikhususkan bagi kaum laki-laki, begitupun pemangku
jabatan raja juga hakims2.

Dalam Hadis Rasulullah SAW?ss:

343134 ab 3l 1515 238 ol & 0

“Tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan perkara (kekuasaan) kaumnya
kepada seorang wanita”

Hadis ini menceritakan perang saudara pertama sesama muslim yang terjadi
setelah wafatnya Rasulullah, yaitu Perang Jamal antara pihak Ali bin Abi Thalib RA
dan Aisyah RA yang disebabkan karena pihak Aisyah RA ingin mengusut kematian
khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan RA%. Dalam kitab Fath al-Bari karangan Ibnu
Hajar al-Asqalani pun menukil perkataan al-Khattaabi yang mengatakan bahwa hadis
ini menjadi rujukan dan dalil bagi kelompok yang melarang seorang wanita menjadi
hakim di Pengadilan Agama secara mutlak. Akan tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani tidak
menentukan posisinya dari tiga kelompok pendapat tadi karena dalam kitabnya
beliau menyebutkan tiga kelompok yang berbeda pendapat tersebut tapi tidak
menyatakan secara terang-terangan pendapatnya akan hal ituse.

Sementara dalam Qiyas, menyerupakan pelarangan seorang wanita menjadi
hakim berdasarkan dilarangnya juga seorang wanita menjadi pemimpin (al-imamah
al-kubra) juga menyerupakannya dengan pelarangan seorang budak atau hamba
sahaya dikarenakan kurangnya kehormatan seorang budak, begitupun sama halnya
bagi seorang wanita. Maka dari dua penyerupaan tadi, seorang wanita tidak
dibolehkan secara mutlak menjadi hakims’.

Pada metodologi yang berdasarkan pada akal, Seorang wanita memiliki
kekurangan dalam kecakapan di berbagai aspek seperti kelemahan akalnya, minim
idenya, kurang wawasannya 5 terkait perkara-perkara kehidupan dan

52 Abu Fida Isma‘il bin Umar bin Katsir Qurasyi Dimasyqi, Op. Cit., him. 477.
% Arif Ali Arif, Op. Cit., hlm. 23.

54 Mausu’ah al-Hadis asy-Syarif, Sahih al-Bukhari, No. 4469, Kitab al-Magazi, Bab Kitab an-Nabiy
Sallallah ‘Alaihi wa Sallam ila Kisra wa Qaisar

% Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, Fath al-Bari, juz 7, (Kairo: Dar ar-Rayyan li
at-Turas, 1986 M) cet I, hlm. 734.

5% Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, Fath al-Bari, hlm. 735.

57 Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Op. Cit,,
hlm. 1768; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, Op.
Cit., him. 12.

5% Muhammad bin Ali bin Muhamad Syaukani, Nail al-’Awtar Syarh Muntaga al-Ahbar (Amman:
Bayt al-’Afkar ad-Dawliyah) hlm. 1704; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin
Muhammad bin Qudama Dimasyqi, Op. Cit., hlm. 12.
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keterbatasannya dalam berinteraksi dengan lawan jenis demi menjaga seorang wanita
agar terhindar dari fitnah® yang terkadang salah satunya disebabkan oleh suara atau
kecantikannyaso.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita dibolehkan
menjadi hakim tapi hanya dalam perkara perdata (muamalah) dan tetap melarang
seorang wanita menjadi hakim pada perkara pidana¢. Pendapat ini berlandaskan dua
dalil, yaitu Al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 7162
Sslial 3 A 0B Gy chiially G35k ke P pgaky Suaalls Gl

AiSa 5536 Al &) W) pgad e gl Alslany ) skl y 583 N

Menukil dari makalah milik Djazimah Muqoddas bahwa ayat ini menjadi
landasan pendapat kalangan ulama Hanafi karena menurut mereka ayat ini
menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam menegakkan amar maruf
nahi munkar. Dan salah satu bentuk penegakan amar maruf nahi mungkar adalah
dengan menjadi seorang hakim yang adilé.

Pada dalil berdasarkan Qiyas, Bentuk penerapan giyas yang dimaksud di sini
ialah seorang perempuan dibolehkan menjadi saksi dalam perkara perdata dan tidak
dibolehkan menjadi saksi dalam perkara pidana. Sedangkan kelayakan seseorang
untuk menjadi hakim bergantung pada kelayakannya menjadi saksi. Maka dari itu,
seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim dalam perkara perdata saja, tidak
dengan perkara pidana®. Akan tetapi walaupun mazhab Hanafi membolehkan
seorang wanita menjadi hakim dalam perkara perdata, mereka mengatakan bahwa
pemimpin yang mengangkat seorang wanita menjadi hakim tetap mendapatkan dosa,
pendapat ini berlandaskan hadis Perang Jamal yang penulis paparkan sebelumnyacs.

5% Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 482; Arif Ali Arif, Op. Cit., hlm. 41.

60 Djazimah Muqoddas, Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Asy-
Syari’ah, volume 17, nomor 2, Agustus 2015), hlm. 103; Arif Ali Arif, Op. Cit., hlm. 31.

61 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 482-483; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Op. Cit., hlm. 1768; Muhammad bin Ahmad bin Juzzay
Garnadi, Op. Cit.,, hlm. 492; Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, Op.
Cit., hlm. 88; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqji,
Op. Cit., hlm. 12.

62 Djazimah Muqoddas, Op. Cit., him. 104.

63 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 23.23 CLT, Kamis 9 November 2023 https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/9/71

64 Djazimah Muqoddas, Op. Cit., him. 104.

65 Alauddin Abu Bakr bin Masud Kasani Hanafi, Bada'i al-Sanai’ fi tartib asy-Syarai’, juz 9, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2003 M), cet II, him. 86; Abu
Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Op. Cit., hlm.
1768; Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, Op. Cit., hlm. 88; Abu
Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, Op. Cit., hIm. 12.

6 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 482-483.
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Kemudian ada beberapa ulama yang membolehkan secara mutlak seorang
wanita menjadi hakim, mereka adalah Ibnu Jarir al-Thabari¢”, Ibnu Hazms dan Hasan
Bashri®. Pendapat ini berlandaskan beberapa dalil, yaitu Surat an-Nisa ayat 587:

TGN 13845 41 el (i AlaEa 131

“dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil.” 72

Seperti penjelasan penulis sebelumnya yang merupakan nukilan dari
penafsiran Qurtubi dalam kitabnya al-Jami” li Ahkam al-Quran yang menunjukkan
bahwa ayat ini tertuju kepada para hakim, pemimpin negara dan penguasa. Bahkan
ayat ini juga tertuju bagi seluruh makhluk di bumi seperti yang dimaksud dari
penafsiran pada ayat sebelumnya tentang menunaikan amanah. Juga yang penulis
temukan di penafsiran ar-Razi dalam karyanya Mafatih al-Gaib yang memaparkan
bahwa ayat ini secara jelas tidak tertuju kepada semua manusia untuk menjadi hakim,
melainkan hanya sebagiannya yang memenuhi Kklasifikasi seorang hakim 7 .
Bersumber dari kedua kitab tafsir yang penulis jadikan rujukan, tidak ada penafsiran
yang secara jelas mengatakan bahwa seorang wanita tidak dibolehkan menjadi hakim.

Seorang wanita juga diperintahkan untuk menegakkan amar maruf nahi
mungkar, salah satunya dengan menjadi hakim yang adil nan jujur. Dan ayat ini
tertuju kepada laki-laki dan perempuan secara menyeluruh. Kecuali di keadaan
tertentu yang membedakan hukum antara laki-laki dan perempuan seperti
permasalahan keabsahan seorang wanita menjadi pemimpin (al-imamah al-kubra).

67 Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, Fath al-Bari, juz 8, Op. Cit., hlm. 735;
Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 483; Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin
Abdurrahman Magribi, Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil, juz 8, (Beirut: Dar al-Kutub
al-'Ilmiyyah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2003 M), hlm. 65; Muhammad bin Ali bin
Muhamad Syaukani, Op. Cit., him. 1704; Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Op. Cit., hlm. 1768; Muhammad bin Ahmad bin Juzzay
Garnadi, Op. Cit., hlm. 492; Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Bashri Mawardi, Op.
Cit., hlm. 88; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqji,
Op. Cit., hlm. 12.

68 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Andalusi, al-Muhalla bi al-Asar, juz 8,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2003 M), cet III, hlm.
527.

6 Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Magribi, Op. Cit., hlm. 65.
70 Arif Ali Arif, Op. Cit., hIm. 63.

71 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/4/58

72 Dikutip dari website Quran Kemenag, diunggah pada tanggal 27 Januari 2021 dan diakses pada
jam 15.35 CLT, Selasa 7 November 2023 https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58

73 Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Op. Cit.,
him. 427.

74 Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar, Mafitih al-Gaib, juz 10, (Beirut: Dar al-
Fikr li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1981 M), cet I, hlm. 146.
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Maka jika keadaan tersebut terjadi, sifat hukum yang menyeluruh bagi laki-laki dan
perempuan tadi dikecualikan, sedangkan hukum sisanya tetap bersifat menyeluruh
bagi laki-laki dan perempuan seperti halnya dalam perkara hakim?.

Melalui metode Qiyas, Ibnu Jarir at-Thabari menyerupakan keabsahan seorang
wanita menjadi hakim berdasarkan keabsahan seorang wanita menjadi mufti. Maka
jika seorang wanita bisa menjadi mufti, seorang wanita pun juga dibolehkan untuk
menjadi hakim?e.

Sementara berdasar akal, tujuan utama dari proses pengadilan adalah
tercapainya keputusan hukum vyang adil bagi kedua pihak atau lebih dan
terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak mendapatkan haknya”. Hal ini pun senada
yang dikatakan Ibnu Rusydi dalam kitabnya, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Mugtasid yang mengatakan bahwa pada asalnya adalah siapapun yang bisa
memisahkan kedua pihak atau lebih yang saling berseteru dan memberikan
keputusan bagi masyarakat, maka hukumnya boleh. Kecuali jika hal terebut telah
dikecualikan oleh ijmak para ulama seperti contohnya pelarangan seorang wanita
menjadi pemimpin (al-imamah al-kubra)?s.

Maka jika seorang wanita diangkat menjadi hakim Agama lalu mengadili
suatu perkara dengan cara yang hak dan benar serta hasil yang adil. Apakah proses
dan hasil pengadilan tadi yang telah dilaksanakan dengan hak, benar dan adil akan
tetap tidak dianggap, bahkan wanita tadi yang telah mengadili suatu perkara dilarang
menjadi hakim. Sedangkan tujuan utama dari proses pengadilan tadi adalah
terhasilkannya suatu hukum atau keputusan yang adil bagi kedua pihak atau lebih
yang saling berseteru dan terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak mendapatkan
haknya. Oleh karena itu seorang wanita dibolehkan menjadi hakim jika tujuan utama
dari pengadilan telah tercapai?.

Ibnu Abdul Bar dalam karyanya, al-Isti'ab fi Ma’rifah al-’Ashab yang
mengisahkan seorang sahabat perempuan Rasulullah SAW yang bernama Samra’a
binti Nuhaik al-Asadiyah RA yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan di beri
penghidupan oleh Rasulullah SAW yang mana kemudian dia sering berkeliling di
pasar, menegakkan amar maruf nahi mungkar dan terkadang menghukum orang-
orang dengan cambuk yang ia bawa#®. Pada masa itu Samra’a binti Nuhaik al-

75 Arif Ali Arif, Op. Cit., hIm. 63.

76 Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Dimasyqi, Op. Cit., hlm.
12; Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 483; Arif Ali Arif, Op. Cit., hlm. 63-64

77 Arif Ali Arif, Op. Cit., hIm. 65.

78 Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Qurtubi, Op. Cit.,
hlm. 1768.

79 Arif Ali Arif, Op. Cit., hIm. 66.

80 Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar, al-Isti’ab fi Ma’rifah al-’Ashab,
jilid 4, (Beirut: Dar al-Jil, 1992 M), cet. II, him. 1863.
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Asadiyah RA menjabat sebagai hisbahst. Dan hisbah adalah salah satu contoh dari
bentuk kekuasaan kehakiman atau pengadilan di masa Rasulullah SAW ketika di
Kota Makkah yang pada saat itu Samra’a binti Nuhaik al-Asadiyah RA memiliki
cambuk untuk menindak orang-orang yang berbuat curang di pasars2.
Beberapa institusi-institusi Islam pun mempertegas posisinya terkait
keabsahan seorang wanita menjadi hakim, beberapa institusi tersebut yakni:
a. Al-Azhar

Al-Azhar sebagai salah satu institusi Islam terbesar di dunia yang
telah lama membantu menyebarkan faham moderasi Islam juga
menyatakan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum
perempuan secara umum kecuali dalam hal-hal yang memang
mendahulukan salah satu gender menurut syariat. Begitupun dalam
masalah hakim wanita, al-Azhar pun memiliki pendapat. Pada tahun
2020 kemarin, al-Azhar mengadakan muktamar internasional dalam
pembaharuan pemikiran Islam yang salah satu konsep pembaharuannya
yaitu dibolehkannya wanita secara syariat menduduki jabatan yang
pantas untuknya termasuk jabatan-jabatan di pemerintahan dan
pengadilanss.

Dalam majalah yang diterbitkan al-Azhar tersebut, di sana
menyebutkan bahwa pernyataan tadi berdasarkan kesetaraan gender
antara kaum laki-laki dan kaum perempuan menurut syariat yang telah
penulis paparkan di pembahasan peran wanita dalam Islam, yaitu Surat
an-Nisa ayat 1 dan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kaum
perempuan adalah saudara kaum laki-laki juga di perkuat oleh pendapat
Muhammad Ibrahim Hafnawi yang mengatakan bahwa permasalahan
wanita menjadi hakim merupakan pembahasan muamalah dan bukan
ibadah, yang mana jika permasalahan ibadah memang diharuskan
bersandar kepada naskah syariat, sedangkan jika permasalahan
muamalah ditentukan sesuai magasid asy-syari’ahs.

b. Dar Ifta Mesir

Salah satu lembaga fatwa di dunia, yaitu Dar Ifta Mesir pun turut

mengeluarkan fatwa terkait permasalahan ini. Akan tetapi dari

81 Jabatan pada masa Rasulullah SAW yang diduduki seseorang yang bertanggung jawab atas
pasar kaum muslim dan mengontrol harga-harga barang serta segala macam transaksi disana,
lihat di kamus atau lisan arab atau apalah nanti aja

82 Arif Ali Arif, Op. Cit., hIm. 67.

8 Samir Ahmad, Wasaiq wa Bayanat wa Mawagqif al-Azhar wa Syaikhuhu Da’amat li Sanawat Tawalla
an-Nisa' al-Qada” wa al-Ifta” wa Jami’a al-Wazaif al-’Ulya, dalam Saut al-Azhar, 9 Maret 2022,
Kairo, hlm. 2.

8¢ Ashim Syarafuddin, al-"Ulama’: Nazrah Tanwiriyyah li al-Azhar wa Imamihi Tarsikhan li Daur al-
Mar’ah fi al-Mujtama’, dalam Saut al-Azhar, 9 Maret 2022, Kairo, hlm. 2.
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pembacaan penulis, fatwa ini merupakan hasil dari pertanyaan seseorang
yang menanyakan keabsahan dirinya menjadi anggota dewan,
interaksinya yang bercampur aduk antara laki-laki dengan perempuan
dan profesi hakim bagi seorang wanitas. Pada fatwa yang dikeluarkan
ini, Ali Jum’ah selaku yang memberikan fatwa pada awalnya membantu
menjawab pertanyaan terkait anggota dewan tadi, kemudian
menjelaskan permasalahan hakim wanita. Tapi dalam pembahasan
hakim wanita, beliau menjelaskan ada tiga perbedaan pendapat ulama
fikih klasik seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Kemudian tidak
memberikan secara jelas terkait kebolehan hakim wanita secara mutlak,
kebolehan hakim wanita di permasalahan muamalah saja atau larangan
hakim wanita secara mutlak. Lalu fatwa ini diakhiri dengan jawaban
untuk pertanyaan terkait profesinya yang bercampur aduk antara laki-
laki dan perempuans. Kemudian oleh mufti lain, Syauqi Allam dalam
video Dar Ifta Mesir yang di unggah di media sosial YouTube
memberikan fatwa secara jelas dan tegas terkait hakim wanita. Yakni
mereka membolehkan seorang wanita menjadi hakims”.
c. Nahdlatul Ulama

Sebagai organisasi masyarakat terbesar bahkan terbanyak
pengikutnya di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama sangat banyak dalam
menyebarkan ajaran Agama Islam di bumi nusantara juga faham akan
moderasi Islam, layaknya al-Azhar. Ternyata penulis pun mendapatkan
pandangan Nahdlatul Ulama terkait hakim wanita.

Dalam pandangan tersebut diawali dengan urgensi seorang hakim
kemudian memaparkan beberapa syarat menjadi hakim lalu menjelaskan
adanya tiga perbedaan pendapat ulama fikih klasik beserta dalilnya
terkait salah satu syarat menjadi hakim, yaitu laki-laki. Hal tersebut
senada dengan yang penulis jelaskan sebelumnya. Lalu diakhiri dengan
mempertegas kepentingan profesi hakim dan memaparkan bahwa
pengangkatan hakim melewati syarat-syarat formal yang telah
ditentukan oleh Negarass.

85
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Dikutip dari website Dar al-Ifta, diunggah pada tanggal 26 Mei 2008 dan diakses pada jam
22.49 CLT, Senin 6 November 2023 4 padll (Y Hls - s 5l (dar-alifta.org)

Dikutip dari website Dar Ifta, diunggah pada tanggal 26 Mei 2008 dan diakses pada jam 22.49
CLT, Senin Senin 6 November 2023 4 yadll LYl o - s il (dar-alifta.org)

Lpemall el 2014, sl Wl alidly sladl sdl Js s L (Video). Youtube.
https:/ /www.youtube.com/watch?v=9iUHGF7TXHE

Dikutip dari website Nuonline, diunggah pada tanggal 7 Januari 2019 dan diakses pada jam
22.38 CLT, Senin Senin 6 November 2023 https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail /bolehkah-
perempuan-berprofesi-sebagai-hakim-3P3lh
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Oleh karena itu, maka pintu untuk menjadi seorang hakim termasuk
hakim di Pengadilan Agama terbuka lebar bagi semua kalangan; laki-laki
dan perempuan selama memenuhi kompetensi, kecakapan dan
kemampuan yang dibutuhkan hakim yang mana beberapa hal tadi
merupakan syarat-syarat yang telah dietetapkan oleh negara bagi seorang
hakims.

Selain pandangan klasik, menurut pandangan Ulama Fikih Kontemporer
diantaranya adalah:

a. Ahmad Tayyib
Sebelum menjabat Syaikh al-Azhar masa kini, beliau menjabat

sebagai Mufti Besar Mesir dari tahun 2002 hingga 2003. Pada masa itulah
beliau memberikan pandangan terkait permasalahan hakim wanita ini.
Fatwa tersebut ialah seorang wanita memiliki hak untuk menjadi seorang
hakim di Pengadilan Agama dengan alasan bahwa tidak ada naskah
syariat; Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan secara
tegas dan jelas yang melarang seorang wanita menjadi hakim. Dan
pernyataan ini pun disetujui oleh dua ulama besar lain pada masa itu,
yakni Muhammad Sayyid Thantawi dan Mahmud Hamdi Zaqzug®.

b. AliJum’ah

Pemangku jabatan Mufti Besar Mesir sebelumnya ini pun memiliki
pandangan sendiri terkait hakim wanita dalam karyanya, Fatawa an-Nisa’'.
Dalam kitab tersebut, pandangannya berasal dari pertanyaan seseorang
terkait keabsahan seorang wanita menjadi hakim di Pengadilan Agama
dan pemimpin negara®.Di kitab itu, beliau membantah dalil hadis yang
menjadi landasan kelompok yang melarang wanita menjadi hakim
dengan bantahan bahwa petunjuk hadis tersebut bukan tertuju secara
umum dan menjadi hukum, akan tetapi hadis tersebut merupakan kabar
akan suatu peristiwa dari Rasulullah SAW®.

Kabar yang dimaksudkan tadi juga merupakan jawaban dari doa
yang ditujukan Rasulullah SAW ke suatu kaum yang dipimpin seorang
wanita yang mana Rasulullah SAW mengirim surat ke kaum tadi akan
tetapi surat tadi dirobek oleh pemimpin kaumnya yang merupakan
seorang wanita. Maka ketika hadis ini tertuju akan suatu sebab peristiwa

8 Dikutip dari website Nuonline, diunggah pada tanggal 7 Januari 2019 dan diakses pada jam
22.38 CLT, Senin Senin 6 November 2023 https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail /bolehkah-
perempuan-berprofesi-sebagai-hakim-3P3lh

%  Samir Ahmad, Op. Cit., hIm. 2.

91 Ali Jum‘ah, Fatawa an-Nisa’, (Kairo: al-Mugattam li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2020 M), cet VII,
hlm. 434.

92 Ibid., hlm. 437.
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khusus, tidak diperbolehkan menjadikan hadis ini tertuju kepada suatu
hukum dan berlaku secara umum®. Dalam pandangannya di kitab
tersebut, penulis tidak menemukan pernyataan secara jelas dan tegas dari
Ali Jum’ah terkait hakim wanita. Akan tetapi melihat dari posisinya yang
membantah dalil-dalil yang menjadi landasan kelompok yang melarang
hakim wanita®* dan juga acara diskusinya yang penulis ikuti di media
sosial YouTube yang mengatakan bahwa tidak ada naskah syariat yang
melarang seorang wanita menjadi hakim secara jelas dan tegas selama
wanita tersebut memenuhi klasifikasi dan syarat-syarat menjadi seorang
hakim®. Maka penulis simpulkan Ali Jum’ah membolehkan seorang
wanita menjadi seorang hakim selama syarat-syaratnya terpenubhi.
c. Abdul Karim Zaidan

Dalam kitabnya al-Mufassal fi "Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim
fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah mengatakan bahwa wanita juga warga negara
yang mana setiap warga negara memiliki hak masing-masing untuk
mengemban tugas negara jika pantas, layak dan memenuhi syarat-syarat
untuk mengemban tugas negara tersebut%. Setelah menjelaskan hak
setiap orang, beliau memaparkan pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Jarir
ath-Thabari terkait hakim wanita beserta dalil-dalil mereka. Kemudian
menjelaskan bahwa inti dari pemberian hak warga negara ini bagi setiap
warganya adalah bentuk penugasan sebuah negara bagi warganya
dengan mengemban amanah di pemerintahan sebagai bentuk pelayanan
dan bantuan kepada masyarakat lewat penugasan ini”. Bentuk
kemutlakan hak setiap warga negara ini yang merupakan penugasan
menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang dibolehkan. Maka
dibolehkan bagi setiap warga negara untuk mengemban tugas di
pemerintahan selama ia layak, pantas dan memenuhi syarat untuk
mengemban tugas negara tersebut.

Beberapa ulama fikih kontemporer lainnya penulis temukan di makalah
milik Ali Trigiyatno yang berjudul Pandangan Ibnu Jarir ath-Thabari Tentang
Kedudukan Perempuan sebagai Hakim dan Imam Shalat yang juga menukil dari
kitab al-Mar’ah min as-Siyasah ila ar-Riasah milik Muhammad Abdul Majid al-Faqi
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Ibid., hlm. 437-438.
Ibid., hlm. 437-440.

CBC Egypt. 2021, Juni. Zaes e .o feluailly sl jal) Jaxi o o )b aile 23 0 Ja s Aalad) LY 511 pal (o cliaill o
<. (Video). Youtube. https:/ /www.youtube.com/watch?v=vwTTtmSgc4A

Abdul Karim Zaidan, Al-Mufassal fi "Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fi asy-Syart’ah al-
Islamiyyah, juz 4, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1993
M), cet I, hlm. 301

Abdul Karim Zaidan, Ibid., him. 301-302.
Abdul Karim Zaidan, Ibid., him. 302.
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yang mengatakan bahwa telah banyak wulama fikih kontemporer yang
mendukung bolehnya seorang wanita menjadi hakim, yaitu di antaranya
Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardhawi, Muhammad Baltaji, Taufiq al-Waa'i
dan masih banyak lagi selainnya®.

Hakim Wanita dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Pada sub-bab ini, penulis ingin memaparkan pembahasan hakim menurut
Undang-undang Republik khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama beserta kontribusi hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut juga meliputi
perubahan pada pasal 13 yang menjelaskan syarat hakim Pengadilan Agama,
yang berbunyi sebagai berikut!'%:

a. “Warga negara Indonesia;”

b. “Beragama Islam;”

c. “Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;”

d. “Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;”

e. “Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum
Islam;”

f. “Sehatjasmani dan rohani;”

g. “Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan”

h. “Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung
dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.”

Dalam syarat-syarat hakim Pengadilan Agama yang tertera pada
undang-undang di atas sangat jelas jika tak ada syaratnya yang
mengharuskan hakim Pengadilan Agama dari kalangan laki-laki. Melainkan
pada syarat-syarat tadi memfokuskan kecakapan, kemampuan, kemahiran
dan rekam jejak seseorang yang akan menjadi hakim di Pengadilan Agama
harus baik dan bagus demi tercapainya proses pengadilan yang hak, baik,
benar dan sesuai ketentuan.

Maka dari itu, hakim di Pengadilan Agama terbuka lebar bagi seluruh
warga Indonesia baik laki-laki maupun wanita jika memenuhi kriteria yang

9 Ali Triyigatno, Pandangan Ibnu Jarir al-Thabari tentang kedudukan wanita sebagai hakim dan imam
sholat (Muwaazaah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014), hal, 220.

100 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta:
Badilag. 2006), hlm. 5-6.
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ditentukan. Oleh karenanya, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa
tujuan utama dari pengadilan ialah hasil hukum atau keputusan yang adil
bagi kedua pihak atau lebih dan terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak
mendapatkan haknya tanpa memandang jenis kelamin seorang hakim
Pengadilan Agama.

2. Kontribusi Hakim Wanita di Pengadilan Agama Indonesia

Hakim Pengadilan Agama sebagai salah satu pemangku jabatan yang
vital dalam dunia Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting.
Selain bertugas untuk menegakkan keadilan dan hukum Islam, hakim di
Pengadilan Agama juga berkontribusi penting sebagai pejabat negara yang
sangat mulia yang selalu berusaha untuk memberikan putusan hukum yang
memberi manfaat nyata bagi kehidupan sosial manusia yang bermasyarakat
khususnya warga muslimt. Tanpa memandang perbedaan gender sesama
hakim di Pengadilan Agama, baik laki-laki maupun wanita.

Menurut data kepegawaian Peradilan Agama, statistik pegawai
Peradilan Agama se-Indonesia tahun 2018, ada sejumlah 711 orang hakim
wanita dari 3.191 total jumlah hakim (laki-laki dan perempuan) di Pengadilan
Agama Indonesial2. Hal ini menunjukkan peningkatan profesi hakim di
Pengadilan Agama dari kalangan wanita terhitung sejak disahkannya
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama kemudian
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama hingga
tahun 2018. Walaupun jika ditelisik secara keseluruhan, jumlah terebut
hanyalah 22 persen dari total jumlah hakim (laki-laki dan perempuan) di
Pengadilan Agama Indonesia.

Oleh karena itu, Djazimah Muqoddas dalam makalahnya menyatakan bahwa

untuk memaksimalkan peran dan kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama

dalam penegakan keadilan dan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia,

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mendorong penambahan kuota bagi

hakim wanita di Pengadilan Agama, peningkatan kemampuan, kompetensi,

kecakapan dan keahliannya dalam memutuskan hukum dan perkara.

101
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Djazimah Muqoddas, Op. Cit., hlm. 106-107

Dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, diunggah pada 12 Maret 2014, dan diakses pada jam 13.57 CLT, Rabu 8
November 2023 https:/ /badilag.mahkamahagung.g¢o.id/kepegawaian/ profil-ditjen-badilag-
1/kepegawaian/statistik-kepegawaian-tahun-2011.

https:/ / drive.google.com/file/d/10qdN_oBbjTWqoFxrU2vdFgLiw8Hp0Xy1/ view

Djazimah Muqoddas, Op. Cit., hlm. 107-108

FAMILIERECHT

Jurnal Hukum Heluarga dan Ilmu Syari'ah


https://badilag.mahkamahagung.go.id/kepegawaian/profil-ditjen-badilag-1/kepegawaian/statistik-kepegawaian-tahun-2011
https://badilag.mahkamahagung.go.id/kepegawaian/profil-ditjen-badilag-1/kepegawaian/statistik-kepegawaian-tahun-2011

Vol. 1,1, 2025 exk

Analisis Studi Komparatif Kedudukan Hakim Wanita di Pengadilan Agama
Perspektif Ulama Fikih dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006

Setelah pembahasan panjang lebar di atas, disini penulis akan menarik
beberapa hasil analisis studi komparatif mengenai kedudukan hakim wanita di
Pengadilan Agama antara ulama fikih dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan atau visi dari Pengadilan Agama

a. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, tujuan dari diadakannya
pengadilan dalam kacamata syariat menurut ulama fikih ialah
terhasilkannya suatu hukum atau keputusan yang adil bagi kedua pihak
atau lebih dan terpenuhinya hak-hak bagi yang berhak mendapatkan
haknyato4,

b. Sedangkan tujuan Pengadilan Agama yang menjadi pertimbangan di
awal pembukaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2006 yaitu terwujudnya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan
kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada
masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera,
aman, tenteram dan tertib10s,

2. Konsep Pengadilan Agama

a. Konsep Pengadilan Agama dalam pembahasan fikih merupakan
pengadilan yang mencakup segala permasalahan termasuk perdata
(muamalah) dan pidana (jinayah).

b. Sedangkan konsep Pengadilan Agama di Indonesia ternyata hanya
terbatas dalam perkara perdata yang meliputi masalah perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah
tanpa mencakup perkara pidana (jinayah)os.

Kesimpulan

Melihat dari hasil analisis studi komparatif mengenai kedudukan hakim wanita
di Pengadilan Agama antara ulama fikih dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006, khususnya terkait tujuan dan konsep Pengadilan Agama itu

104 Arif Ali Arif, Op. Cit., hlm. 66.

105 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta:
Badilag. 2006), hlm. 1.

106 Dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan
Peradilan Agama, dimutakhirkan pada bulan 12 Maret 2004, dan diakses pada jam 15.03 CLT,
Selasa 7 November 2023 https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/ profil-
peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama
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sendiri dan beberapa pertimbangan yang mendukung, maka penulis menarik beberapa
kesimpulan yaitu :

1. Tujuan dan visi dari Pengadilan Agama menurut syariat dan Undang-undang
Republik Indonesia ternyata sama, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh
masyarakat muslim khususnya.

2. Bentuk dari Pengadilan Agama di Indonesia yang terbatas pada perkara perdata.
Sedangkan pengadilan dalam Islam yang lebih umum dan mencakup segala
perkara beserta tiga perbedaan pendapat ulama fikih klasik yang dua dari tiga
kelompok tadi membolehkan hakim wanita dalam perkara perdata (pendapat
mazhab Hanafi, Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Hazm dan Hasan Bashri).

3. Pandangan terkait bolehnya hakim wanita yang disampaikan oleh mayoritas
ulama fikih kontemporer dan institusi Islam terbesar dan terlama di dunia (al-
Azhar) dan di Indonesia (Nahdhatul Ulama).

4. Kaidah fikih yang mengatakan tidak bolehnya mengingkari perkara-perkara
agama yang masih diperdebatkan .

Maka dari pertimbangan di atas, penulis menyimpulkan tidak adanya
pertentangan hukum dalam permasalahan hakim wanita di Pengadilan Agama
perspektif ulama fikih dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
dan absahnya hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia menurut kacamata syariat.
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